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WAKAF UANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dibandingkan dengan wakaf tanah, wakaf uang belum
banyak dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia.
Bahkan masih ada sebagian orang yang memandang bahwa
wakaf uang tidak dibolehkan. Baru pada tahun 2002 setelah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang
bolehnya wakaf uang, wakaf uang mulai banyak dikenal dan
dipraktikkan terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004, yang antara lain mengatur tentang wakaf
uang. Tulisan ini akan membahas wakaf uang dalam perspektif
hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang
perwakafan.

A. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang
sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana
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disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari?,
dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama
terkemuka dan peletak dasar Kkodifikasi hadis memfatwakan,
dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana
dakwabh, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah
dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian
menyalurkan keuntungannya.

Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad
kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam al-
Zuhri sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata hukum wakaf uang
dalam fikih empat mazhab masih diperdebatkan antara yang
membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang, sebagaimana
dijelaskan berikut ini:

Imam al-Bukhari menyebutkan dalam sahih-nya (Kitab al-Wasaya)

sebagai berikut:
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“Bab tentang wakaf hewan, kura’ (berbagai kuda dari semua jenisnya),
‘urid (harta selain emas dan perak) dan al-samit (uang emas dan perak).
Al-Zuhri berkata tentang orang yang menetapkan 1.000 dinar fi sabilillah
(wakaf) dan memberikan 1.000 dinar tersebut kepada seorang budaknya yang
berdagang, lalu budaknya mengelolanya. Kemudian orang tersebut menetapkan
keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan familinya.
Apakah orang tersebut boleh makan dari keuntungan 1.000 dinar tersebut
meskipun ia tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-
orang miskin? Al-Zuhri mengatakan: Ia tidak boleh makan dengan menggunakan
keuntungannya tersebut” Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhdrt,
(Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), 686
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1. Pendapat yang Membolehkan Wakaf Uang

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah
menjadi ‘urf (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab
Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan
berdasarkan ‘wurf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang
sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang
digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW:

563 Lt 1yl Ly e 0l i 508 Lo (5l (6, L3

“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka
dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk
oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk’.

Cara mewakafkan uang, menurut Mazhab Hanafi, ialah dengan
menjadikannya modal usaha dengan cara mudhdrabah atau
mubdda‘ah. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang
diberi wakaf.

Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar
dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab al-
Mudawwanah mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui
cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut
diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu
di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.

2. Pendapat yang Tidak Membolehkan Wakaf Uang

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus
kekal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:
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“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata
kepada Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah,
kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta
yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud
menyedekahkannya.”"Nabi SAW berkata: “Tahanlah pokoknya
dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah”. (HR. al-Nasa'i)

Berdasarkan hadis tersebut, Mazhab Syafii berpendapat
wakaf dinar dan dirham tidak dibolehkan karena dinar dan dirham
akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya.
Namun ulama lainnya yaitu Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar
dan dirham dan dia meriwayatkan dari Syafi’i tentang bolehnya
mewakafkan uang (dinar dan dirham). Imam al-Mawardi menolak
pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak
dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan
dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama.

Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah
mengemukakan bahwa pada umumnya para fugaha dan ahli ilmu
tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika
dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu,
uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan
merubah fungsi uang sebagai standar harga.

Dari penjelasan pendapat ulama di atas, nampak bahwa ulama
yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika
digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang sehingga
tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat dimanfaatkan
dengan mempertahankannya. Padahal menurut pandangan mereka
harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap
sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab
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“Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan
hasilnya.” Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan
bahwa nilai uang wakaf tetap terpelihara kekekalannya, meskipun
zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini,
mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf
namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan
wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf yang ter-
himpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor
finansial di mana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada
mawqif ‘alayh. Uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli
harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta
benda tidak bergerak seperti kendaraan atau untuk mendanai
pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang
langsung dapat dimanfaatkan oleh mawqiif ‘alayh.

Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan pada dalil-
dalil ijtihadiyah, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik
dijelaskan dalam al-Qur’an atau hadis. Hadis yang ada hanya
menjelaskan secara global konsep wakaf yaitu menahan pokok
harta yang diwakafkan, tidak dijual, diberikan, diwariskan serta
mensedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil
yang secara tegas membolehkan atau melarangnya, sementara
wakaf uang memiliki manfaat yang besar untuk kemaslahatan
mawaqif ‘alayh, maka atas dasar al-maslahah al-mursalah wakaf
uang hukumnya boleh.

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama
dari empat mazhab mengenai hukum wakaf uang sebagaimana
dijelaskan di atas, wakaf uang belum banyak dipraktikkan di
Indonesia bahkan banyak masyarakat yang menganggap hukum
wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang mendorong Majelis
Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa
tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban
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atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pengembangan Zakat
dan Wakaf Departemen Agama melalui surat Nomor Dt. 1.I11/5/
BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang
permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan
pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut, yaitu:
Pertama, bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian
wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:

b sl phaks are slay e 0 7 LY ey Jls
drse e Gran o wid,)

Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap
bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap
benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak
haram) yang ada."Atau wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang
atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” Dan benda
wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang
memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai
menurut ajaran Islam.” Sehingga atas dasar pengertian tersebut,
bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah. Kedua, bahwa
wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan
besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketiga, bahwa oleh karena

itu, Komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang
hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Selain menyebutkan pertimbangan, lazimnya sebuah fatwa
disebutkan juga dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadis yang dijadikan
sebagai dasar hukum fatwa yaitu: Pertama, QS. Ali Imran (3): 92
tentang perintah agar menusia menyedekahkan sebagian harta
yang dicintainya. Kedua, QS. Al-Baqarah (2): 261-262 tentang
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balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan
hartanya dijalan Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan
terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih. Ketiga, hadis
Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-
Nasa’i dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir
pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Keempat,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang
lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.
Kelima, perkataan Jabir yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi
SAW mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Fatwa juga memperhatikan pendapat ulama Kklasik yang
membolehkan wakaf uang, yaitu: Pertama, pendapat Imam al-
Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya
boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha
kemudian keuntungannya disalurkan kepada mawqiif ‘alayh. Kedua,
pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan wakaf uang dinar
dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-‘urf.
Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi’'i yang diriwayatkan
oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).
Selain itu, diperhatikan juga pandangan dan pendapat rapat Komisi
fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara
lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan
(pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan
memperhatikan maksud hadis antara lain riwayat Ibnu Umar, dan
pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11
Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:
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Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap

bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan
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hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau
mewariskan), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang
mubah (tidak haram) yang ada.”

Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama
tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa MUI pada
tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal
11 Mei 2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz
(boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal
yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf uang tersebut
harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/
atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa
wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok
orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat
berharga.

B. Wakaf Uang Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tidak
menyebutkan definisi khusus untuk wakaf uang. Yang dikemuka-
kan hanya definisi wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk me-
misahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.

Hanya saja dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan
harta benda dalam definisi tersebut mencakup semua harta benda
yang dapat diwakafkan termasuk uang. Hal ini dapat diketahui
dari pengertian harta benda wakaf yang dikemukakan yaitu harta
benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka
panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang
diwakafkan oleh wakif. Oleh karena itu, Peraturan Menteri
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Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf
uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/
atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syariah.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak
bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum
terdaftar;

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;

¢. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. Hal milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis
karena dikonsumsi, meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga,
kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda
bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui
Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

2.  Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif
dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara
tertulis.
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Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk
sertifikat wakaf uang.

Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh
Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai
bukti penyerahan harta benda wakaf.

Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan
harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya
sertifikat wakaf uang.

Ketentuan lainnya mengenai wakaf uang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai
berikut:

1.
2.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata
uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam
rupiah.

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
(LKS-PWU) untuk menyetakan kehendak wakaf uangnya.

b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang
diwakafkan.

c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang
berfungsi sebagai AIW.

Dalam hal wakif tidak dapat hadir di LKS-PWU untuk

menyatakan kehendak wakaf uangnya, maka wakif dapat

menunjuk wakil atau kuasanya.

Sebagai tindak lanjut ketentuan mengenai pendaftaran wakaf

uang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang
Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang
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Wakaf, pada tanggal 29 Juli 2009 telah ditetapkan Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan
untuk waktu selamanya. Dalam hal wakif berkehendak melakukan
perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka
pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengem-
balikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/
penerus haknya melalui LKS-PWU.

Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya,
peruntukkan wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki
kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya.
Selain itu, wakaf uang juga memudahkan mobilisasi dana dari
masyarakat melalui sertifikat wakaf uang karena beberapa
hal: lingkup sasaran pemberi wakaf (wakif) bisa menjadi luas
dibanding dengan wakaf lainnya. Kedua, dengan sertifikat
tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan
dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki
kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya
raya atau menjadi tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih
mudah dibuat pecahnnya dan dapat berupa wakaf kolektif. Dengan
berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka
umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam
wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat
besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah untuk
menjadi wakif.

Karena yang diwakafkan adalah uang, ada sebagian orang yang
menganggap bahwa wakaf uang tidak berbeda dengan uang zakat,
infag dan sedekah. Padahal ada perbedaan antara wakaf uang
dengan zakat, infaq dan sedekah. Berbeda dengan wakaf uang,
zakat, infak dan sedekah bisa saja dibagi-bagikan langsung dana
pokoknya kepada pihak yang berhak menerima. Sementara pada
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wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus,
sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah
bertambabh terus seiring bertambahnya jumlah wakif yang beramal,
baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan
mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen
wakaf uang dapat melengkapi zakat, infak dan sedekah sebagai
instrumen penggalangan dana masyarakat.

Mengenai potensi wakaf uang di Indonesia, Mustafa Edwin
Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk
muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan
penghasilan rata-rata antara 0,5 juta - 10 juta perbulan. Dan ini
merupakan potensi yang besar. Bayangkan misalnya warga yang
berpenghasilan Rp. 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun
masing-masing berwakaf Rp. 60 ribu, maka setiap tahun akan
terkumpul Rp. 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta
sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120
ribu, maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 360 miliar. Jika warga
yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap
tahun masing-masing berwakaf Rp. 600 ribu, akan terkumpul
dana Rp. 1,2 trilyun. Dan jika warga berpenghasilan Rp. 5-10 juta
berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf
1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 trilyun. Jadi dana yang terkumpul
mencapai 3 trilyun setahun.

Dalam hal penghimpunan wakaf uang, Pada tahun 1995 M.A.
Mannan melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) menerbitkan
sertifikat wakaf uang di Bangladesh dalam jumlah nominal uang
tertentu, dan menawarkannya kepada umat Islam untuk berwakaf
uang dengan membeli sertifikat wakaf uang tersebut. Sertifikat
wakaf uang yang diterbitkan oleh SIBL ini memiliki sasaran yang
ingin dicapai, yaitu:

a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan
wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
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b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan
menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk memperingati
orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat
hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.

c. Meningkatkan investasi sosial dan mentaransformasikan
tabungan masyarakat menjadi modal.

d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama
golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang
diambilkan dari golongan kaya.

e. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung
jawab sosial mereka terhadap masyarakat.

f.  Membantu pengembangan social capital market.

g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum
dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan
kesejahteraan masyarakat.

Penerbitan sertifikat wakaf uang seperti yang dilakukan oleh
SIBL tersebut, dilakukan juga oleh perbankan syariah di Indonesia
yang telah mendapat izin dari Menteri Agama sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hanya saja
sertifikat wakaf uang diterbitkan setelah ada orang yang berwakaf
dengan jumlah minimal 1 juta rupiah.

Dana wakaf yang terhimpun di LKS-PWU selanjutnya dikelola
dan dikembangkan oleh nazhir pada sektor usaha produktif
yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk
pengelolaan dan pengembangan wakafuang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang
hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk
LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

2. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu
tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan
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dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU
dimaksud.

3. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang
yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program
lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan.

4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang
yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah
harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Untuk melengkapi ketentuan tentang pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf termasuk wakaf uang, sesuai
dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengem-
bangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan
Badan Wakaf Indonesia, maka Badan Wakaf Indonesia telah
menetapkan peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta
Benda Wakaf.

Dalam peraturan BWI tersebut disebutkan antara lain bahwa:
Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan
dalam bentuk investasi di luar produk-produk Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) atas persetujuan dari BWI. Persetujuan dari BWI
diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas
kelayakan investasi dimaksud. Sebaran investasi wakaf uang
(portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60%
investasi dalam instrumen LKS dan 40% di luar LKS.

Pentingnya wakaf uang dikemukakan oleh M. Syafi’i Antonio. la
mencoba untuk mengilustrasikan betapa pentingnya penggunaan
wakaf uang. Dalam dunia pendidikann misalnya, ia melihat
adanya tiga filosofi dasar yang harus ditekankan Kketika Kkita
hendak menerapkan prinsip wakaf uang dalam dunia pendidikan.
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Pertama, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai “proyek
yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah
pisah. Contohnya adalah anggapan dana wakaf akan habis bila
dipakai untuk membayar upah bangunan, sementara wakaf harus
abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan
dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala
macam biaya yang terangkum di dalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir
seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias lillahi ta’ala (dalam
pengertian sisa-sisa waktu dann bukan perhatian utama) dan wajib
“berpuasa”. Sebagai akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal-asalan
juga. Sudah saatnya, kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang
memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi
yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akherat, tetapi juga
di dunia. Di Turki, misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan
alokasi 5 persen dari net income wakaf. Angka yang sama juga
diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Sementara itu,
The Central Waqf Council India mendapatkan sekitar 6 persen dari
net income pengelolaan dana wakaf.

Ketiga, asas transparansi (accountability) di mana badan wakaf
dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun
akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited
financial report (laporan keuangan yang sudah diaudit) termasuk
kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Dalam Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf Uang, dijelaskan bahwa: (1) Nazhir wajib
menyampaikan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan
kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2)
Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan
hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada
tahun berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
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(2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun
buku.

Mengenai penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengem-
bangan harta benda wakaf diatur sebagai berikut: (1) Penyaluran
manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
harus sesuai dengan peruntukannya. (2) Penyaluran manfaat hasil
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan
secara langsung dan tidak langsung. (3) Penyaluran manfaat hasil
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secaralangsung
adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang
secara langsung dikelola oleh nazhir. (4) Penyaluran manfaat hasil
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak
langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masya-
rakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang
memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang
dapat menerima penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf, antara lain adalah:1) Program
sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain
jembatan, jalan umum dan masjid. 2) Program pendidikan berupa
pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak
mampu dan pelatihan keterampilan. 3) program kesehatan berupa
bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan
ibu hamil dan menyusui. 4) Program ekonomi berupa pembinaan
dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan
pengembagangan usaha pertanian dalam ati luas. 5) program
dakwah berupa penyediaan da’i dan muballigh, bantuan guru,
bantuan bagi imam dan marbot masjid.

Dua prinsip wakaf yaitu prinsip keabadian dan prinsip
kemanfaatan dapat ditemukan pada wakaf uang. Meskipun tidak
dapat memelihara keabadian bentuk fisiknya (bendanya), namun
nilai wakaf uang dapat dipelihara keabadiannya, tidak hilang atau
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lenyap sehingga prinsip keabadian dapat terpenuhi. Adapun prinsip
kemanfaatan, jelas sekali bahwa wakaf uang sangat bermanfaat
untuk kemaslahatan umat. Wakaf uang mudah dilakukan, bisa
dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening nazhir, jumlah
uang yang diwakafkan pun bebas boleh kecil, boleh juga besar
sehingga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi
wakif tanpa harus menunggu menjadi orang kaya (bandingkan
dengan tanah yang harganya mahal sehingga hanya orang kaya saja
atau tuan tanah yang bisa menjadi wakif). Selain mudah dilakukan
dan terjangkau oleh siapapun, uang wakaf juga mudah dikelola dan
dikembangkan baik untuk modal pembangunan maupun sebagai
modal investasi yang manfaatnya atau keuntungannya diper-
untukkan bagi mawquf alayh. Berdasarkan pertimbangan tersebut
maka wakaf uang hukumnya boleh.
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